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ABSTRAK 

Viola Yovita. 201810115005. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran 

Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 UU ITE. 

Indonesia merupakan Negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat 

(3) yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 

yang disingkat menjadi UUD 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah 

Negara hukum”. Pada era modern saat ini perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi (information and communication technology/ICT) sangat berpengaruh 

pada arus globalisasi diseluruh dunia termasuk Indonesia. Keberadaan dan 

pemanfaatan internet saat ini seperti “pedang bermata dua”, selain memberikan 

manfaat bagi peningkatan kesejaterahan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata 

dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, 

termasuk tindak pidana (kejahatan). 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik, dan perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan analisis deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder 

belaka.Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach). 

Pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media elektronik lainnya 

merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang telah diatur dalam KUHP Pasal 

310 Ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau media 

masa diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Beberapa faktor yang mempengaruhi cyber crime, diantaranya 

yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Selain itu terdapat pula 

faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana 

pencemaran nama baik. Perlindungan terhadap korban dapat saja diperintahkan oleh 

Negara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau pihak kepolisian untuk 

melindunginya. Termasuk melindungi dari pers. Dimana pers dapat menjadi penyebar 

suatu berita. Apabila pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, seperti 

facebook, Instagram, twitter, youtube, blog, what’sapp, dll, maka sistem 

penyelenggara elektronik dapat menghapus muatan tersebut, baik atas perintah 

korban, maupun karena kewenangannya sendiri. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3), ayat 

(4) UU ITE No 19 tahun 2016. 

 

Kata kunci: pencemaran nama baik, uu ite, media sosial. 
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ABSTRACT 

Viola Yovita. 201810115005. Legal Protection Against Victims of Defamation 

Through Electronic Social Media Judging from Law Number 19 of 2016 UU ITE. 

Indonesia is a state of law, this statement is clearly stated in Clause 1 paragraph (3) 

which is the result of the fourth amendment to the 1945 Constitution which is 

abbreviated to the 1945 Constitution, which states "the State of Indonesia is a state of 

law". In the current modern era, the development of information and communication 

technology (ICT) is very influential on the flow of globalization throughout the world, 

including Indonesia. The existence and use of the internet nowadays is like a "double-

edged sword", in addition to providing benefits for improving the welfare and 

progress of human civilization, it can actually be a means to commit various acts 

against the law, including criminal acts (crimes). 

The purpose of writing this thesis is to find out the factors that can lead to criminal 

acts of defamation, as well as to find out the legal protection for victims of criminal 

acts of defamation through social media. The type of research used in this research is 

normative juridical with descriptive analysis approach. Normative juridical research 

is a legal research method that is carried out by examining library materials or mere 

secondary materials. The approach used by the author in this study is a statutory 

approach. 

Defamation through social media or other electronic media is an act of defamation 

which has been regulated in Clause 310 Paragraph (1) of the Criminal Code but is 

carried out using electronic media or mass media as regulated in Clause 27 

Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 Amendment to Law Number 19 of 2016 

concerning Information and Electronic Transactions. Several factors that influence 

cyber crime, include political factors, economic factors, and socio-cultural factors. In 

addition, there are also internal and external factors that can lead to criminal acts of 

defamation. Protection of victims may be ordered by the State to the Witness and 

Victim Protection Agency or the police to protect them. Including protecting from the 

press. Where the press can be a news disseminator. If defamation is carried out 

through social media, such as facebook, Instagram, twitter, youtube, blog, what'sapp, 

etc., then the electronic administration system can delete the content, either by order 

of the victim, or because of its own authority. Based on Clauseicle 26 paragraph (3), 

paragraph (4) of the ITE Law No. 19 of 2016. 

 

Keywords: defamation, uu ite, social media. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

 

“Nikmati prosesnya gagal tinggal ketawa. Ditipu anggap sedekah. Masih muda 

jangan baperan lelah boleh nyerah jangan” 

 

Persembahan : 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan saudara-saudara 

penulis yang penulis sayangi. Penulis dengan bangga mempersembahkan kelulusan 

ini seperti harapan kedua orang tua penulis untuk menempuh pendidikan setinggi-

tingginya. 
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